





A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia  dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia 
mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Sebagai negara agraris, 
Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ditambah posisi Indonesia yang 
dinilai amat strategis. Sehingga sektor pertanian berperan penting terhadap perekonomian 
nasional, sumbangannya terhadap pendapatan devisa negara di luar minyak dan gas bumi 
serta dalam perekonomian rakyat tidak bisa di abaikan. Sejalan dengan hal ini, kondisi 
pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki pasar yang luas harus 
mendapat prioritas utama dalam pengembangannya.  Dengan demikian, penemuan 
terhadap kebutuhan pangan, bahan baku industri, peningkatan lapangan kerja, peningkatan 
kesempatan berusaha dan peningkatan ekspor komoditi pertanian diharapkan dapat 
terjamin dan berkesinambungan. Di lihat  dari sisi geografis, Indonesia terletak pada 
daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang 
dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Selain itu dari sisi geologi, Indonesia terletak pada 
titik pergerakan  lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk  pegunungan  yang kaya 
akan mineral . Daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis 
tanaman, ikan, hewan laut, dan juga mengandung berbagai jenis sumber mineral.
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 Tidak 
dipungkiri jika sebagian masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor 
pertanian, meski profesi sebagai petani sering dianggap sebelah mata. Badan Pusat Statistik 
(BPS) mencatat sekitar 36,5% (41,20 juta orang) dari 112,80 juta penduduk 
menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Ini menunjukan bahwa pertanian pun ikut 
andil dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
 2
 Sebagai negara agraris, 
pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan komoditas ekspor, antara 
lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, aneka cabai, ubi, dan singkong. Selain itu, 
                                                          
1
://https://www.academia.edu/5894300/INDONESIA_NEGERI_AGRARIS,   20 September 2017,10.00 




Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya, antara lain karet, kelapa 
sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu.
3
  
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berbunyi : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat’’sehingga dalam hal ini pemerintah harus  menjalankan prinsip – 
prinsip pemerintahan dan memilik ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur tentang apa 
saja faktor dan pendukung yang perlu di perhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan 
bangsa dan negara. Akhirnya Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur 
tentang pertanahan yaitu Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar 
Pokok-pokok Agraria dan Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan . Sesuai dengan pasal 2 ayat 1, UUPA , 
maka sasaran hukum Agraria meliputi: Bumi, Air dan Ruang Angkasa, termasuk Kekayaan 
Alam yang terkandung di dalamnya. Sehingga  terdapat   aturan – aturan hukum yang 
mengatur tentang pemanfaatan tanah. 
Di dalam Undang – undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Tanah 
Pertanian Pangan Berkelanjutan Menimbang  bahwa lahan pertanian pangan merupakan 
bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di kuasai oleh negara dan di 
gunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat sebagaimana di amanatkan dalam 
Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dalam hal ini 
Pemerintah harus benar – benar menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara 
berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 
dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, 
kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional dan  menjamin hak atas pangan sebagai hak 
asasi setiap warga negara untuk mewujudkan  kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 
pangan.  Karena makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan 
ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi , alih fungsi, dan fragmentasi 
lahan pertanian pangan, sehingga telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional  
dalam menjaga kemandirian, ketahanan , dan kedaulatan pangan. 
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 Pasal 44 ayat 1 Undang – Undang tersebut menyebutkan bahwa Lahan yang sudah 
di tetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di lindungi dan di larang di alih 
fungsikan. Ayat 2 “Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan sebagaimana di maksud pada ayat ( 1) dapat dialihfungsikan , dan di 
laksanakan sesuai dengan ketentuan – ketentuan perundang- undangan). 4 
Problematika pertanahan terus mencuat dalam dinamika kehidupan bangsa kita. 
Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan  pertanahan  
yang berbeda diantara satu wilayah dengan wilayah lainya. Keadaan ini semakin nyata 
sebagai konsekuensi dari dasar pemahaman dan pandangan orang di Indonesia terhadap 
tanah. Kebanyakan orang Indonesia memandang tanah sebagai sarana tempat tinggal dan 
memberikan penghidupan sehingga tanah mempunyai fungsi yang sangat penting.
5
 
Disamping itu tanah juga memiliki karakteristik yang bersifat multi-dimensi, multi-
sektoral, multidisiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Sebagaimana diketahui 
masalah tanah memang merupakan masalah yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik 
ekonomi, sosial, politik, bahkan untuk Indonesia, tanah juga mempunyai nilai religius yang 
tidak dapat diukur secara ekonomis. Sifat konstan tanah dan terus bertambahnya manusia 
yang membutuhkan tanah semakin menambah tinggi nilai tanah. Dari waktu ke waktu, 
seiring dengan pertambahan penduduk, kemajuan teknologi dan industri, serta pergeseran 
budaya, jumlah kebutuhan akan tanah terus meningkat. Pergeseran budaya misalnya, telah 
merubah corak negara Indonesia yang dulu agraris menjadi negara yang secara perlahan 
mengarah pada negara Industri. Tanah yang dulu menjadi sumber mata pencaharian utama 
sebagian besar rakyat khususnya di bidang pertanian, kini pemanfaatannya bergeser 
sebagai lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan, industri dan perdagangan.
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Pembangunan pertanian perlu di dukung oleh tata ruang dan tata guna tanah sehingga 
penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah dapat menjamin 
kemudahan dan kelancaran usaha-usaha pertanian serta benar-benar sesuai dengan asas 
adil dan merata. Sehubungan dengan itu perlu di cegah pemilikan tanah oleh perseorangan 
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secara berlebihan, serta pembagian tanah menjadi sangat kecil sehingga tidak menjadi 
sumber kehidupan yang layak. 
Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 14 UUPA ayat 1 bahwa dalam rangka sosialisme 
Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan 
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya: 
a untuk keperluan Negara, 
b untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar 
Ketuhanan Yang Maha Esa; 
c untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain 
kesejahteraan; 
d untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan 
serta sejalan dengan itu; 
e untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. 
Ayat (2)Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat 
peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, 
peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan 
keadaan daerah masing-masing. 
Ayat (3)Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini 
berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah 
Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari 
Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.
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Di dalam  Pasal 6 UUPA juga menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial. Namun kenyataannya yang terjadi jauh dari semangat UUPA. Berbagai 
konflik seputar tanah kerap terjadi. Amanat Undang-Undang yang mengutamakan 
kepentingan rakyat akhirnya harus terkikis dengan kepentingan-kepentingan investasi dan 
komersial yang menguntungkan segelintir sekelompok sehingga kepentingan rakyat yang 
seharusnya memperoleh prioritas utama akhirnya menjadi terabaikan.  Kepentingan 
masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada 
akhirnya akan tercapailah tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi 
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rakyat seluruhnya (UUPA Pasal 2 ayat (3)). Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka 
adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus di pelihara baik-baik, agar 
bertambah kesuburanya serta di cegah kerusakanya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak 
saja di bebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan 
menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyi suatu 
hubungan hukum dengan tanah itu (Pasal 15).
8
 
Penataan penggunaan tanah di laksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah 
untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memerhatikan hak-hak atas tanah, batas 
maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain 
untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Penataan 
penguasaan dan penggunaan tanah untuk pembangunan skala besar yang mendukung 
upaya pembangunan nasional dan daerah di laksanakan dengan tetap mempertimbangkan 
aspek politik, sosial, pertahanan keamanan, serta pelestarian lingkungan hidup. Penataan 
penguasaan dan penggunaan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah atau konsolidasi 
tanah yang di sertai pemberian kepastian hak atas tanah di arahkan untuk menunjang dan 




Pertumbuhan Penduduk yang sangat cepat mengakibatkan jumlah penduduk 
bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah 
pertanian telah berubah fungsi. Disisi lain Pemerintah juga terus menyelenggarakan banyak 
proyek pembangunan. Tidak dapat di hindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama 
dapat timbul kepentingan yang berbeda. Masalah pembangunan yang bersentuhan 
langsung dengan pembangunan tanah tersebut ternyata telah membawa implikasi lain 
terutama terhadap kesediaan tanah pertanian sebagai sumber pangan dan mata pencaharian 
petani, serta semakin menyempitnya pemilikan tanah pertanian oleh petani apabila tidak di 
tanggulangi maka dalam jangka panjang akan berdampak merugikan. Limbong 
menegaskan banyak terjadi tumpang tindih penggunaan tanah, yang tekait dengan 
kebijakan dalam pemanfaatan tanah, yaitu pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruangnya, sebagai contoh pemberian izin oleh Pemerintah Daerah setempat 
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untuk berdirinya sebuah pabrik atau perumahan di atas sawah yang produktkif, berdirinya 




Masalah pertanahan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan 
penanganan yang amat serius dan ekstra hati-hati dari pemerintah. Sebab posisi pemerintah 
dalam menangani permasalahan pertanahan di hadapkan pada masalah yang serba sulit. 
Pada sisi sebagai pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur 
ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, dan pada sisi lain, tuntutan ekselerasi 
pembangunan ekonomi yang harus di pacu yang pada akhirnya membutuhkan tanah 
sebagai tempat pijakan segala aktivitas ekonomi tersebut. 
Dengan demikian, B.F. Sihombing mengatakan apabila mengaitkan teori sistem 
hukum dari Lawrence M. Friedman ini di hubungkan dengan dualisme struktur pertanahan, 
maka pada saat ini sedang terjadi 2 (dua) mesin untuk memproduksi dan melaksanakan 
kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan dalam bidang pertanahan. Adapun hak 
dan kewenangan dari 2 (dua) struktur pelaksanaan masalah pertanahan tesebut, yaitu 
pertama, hak dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional merumuskan 9 (sembilan) 
kebijakan untuk mengatur dan menyusun norma-norma dan/atau standarisasi mekanisme 
ketatalaksanaan, kualitas produk dan kualifikasi sumber daya manusia. Kedua, hak dan 
kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, melaksanakan 9 (sembilan) 
kewenangan yang akan di limpahkan  dan di laksanakan : 1). Pemberian izin lokasi, 2). 
Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, 3). Penyelesaian 
sengketa tanah garapan, 4). Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 
pembangunan,5). Penetapan objek redistribusi tanah, serta ganti rugi kerugian tanah 
kelebihan maksimum dan tanah absente, 6). Penetapan dan penyelesaian masalah ulayat,7). 
Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong,8).Pemberian izin membuka tanah, 
9). Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.
11
 
Dalam melaksanakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum, harus melalui suatu perencanaan yang matang. Sebab ada suatu 
persyaratan yang harus di penuhi terlebih dahulu. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 4 
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Perpres Nomor 36 Tahun 2005 di nyatakan bahwa pengadaan dan rencana pemenuhan 
kebutuhan tanah, yang di perlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada  Rencana Tata Ruang Wilayah 
yang telah di tetapkan lebih dahulu (ayat 1). Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana 
Tata Ruang Wilayah, pengadaan tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan 
berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada (ayat (2). Apabila tanah 
telah di tetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 
berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang di tetapkan oleh Bupati/Walikota atau 
Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah 
tersebut,terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau 
Gubernur sesuai dengan kewenangannya (ayat 3).
12
 
Di Sragen sektor pertanian cukup dominan bagi perekonomiannya. Sumbangannya 
terhadap PDRB daerah itu mencapai 41,09 persen. Beberapa produk pertanian, yaitu padi, 
kacang tanah, dan mangga, berperan cukup signifikan bagi produksi komoditi tersebut di 




Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang rencana 
tata ruang wilayah Kabupaten Sragen Pasal 2 ayat 1  menjelaskan pengembangan  sektor 
pertanian merupakan sektor yang paling besar menunjang perekonomian wilayah 
Kabupaten Sragen, sector pertanian masih merupakan sektor dominan Kabupaten dan 
pengembangan sektor ini harus di optimalkan  agar dapat meningkatkan kesejahteraan 
penduduk. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan 
dengan “Upaya Pemerintah Memepertahankan Fungsi Lahan Tanah Pertanian  di 
Kabupaten Sragen Dalam Rangka  Mewujudkan Ketahanan Pangan” 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, dan 
untuk menyederhanakan permasalahan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut 
: 
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1. Bagaimana upaya pemerintah mempertahankan fungsi lahan tanah pertanian 
dikabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan kesejahteraan? 
2. Apa saja hambatan pemerintah dalam mempertahankan fungsi lahan tanah pertanian 
di kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan kesejahteraan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini oleh penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu : 
1. Untuk mengetahui, menganalisis, mengkaji upaya pemerintah dalam 
mempertahankan fungsi lahan tanah pertanian di kabupaten Sragen dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan. 
2. Untuk mengetahui, menganalisis, mengkaji hambatan pemerintah dalam 
mempertahankan fungsi lahan tanah pertanian di kabupaten Sragen dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan 
dalam pengembangan ilmu di bidang hukum tentang Bagaimana upaya pemerintah 
mempertahankan fungsi lahan tanah pertanian dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan serta hambatan – hambatanya. 
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti, 
masyarakat, pihak – pihak instansi terkait tentang bagaimana upaya pemerintah 
mempertahankan fungsi lahan tanah pertanian dalam mewujudkan kesejahteraan. 
 
 
